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ABSTRAK 

DWI SETYO BUDI UTOMO, S331502001, Penjatuhan Pidana Bersyarat 

Bagi Koruptor Dalam Perspektif Upaya Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi di Indonesia. Tesis : Program Pascasarjana Universitas Sebelas 

Maret Surakarta. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penjatuhan Pidana Bersyarat 

Bagi Koruptor Dalam Perspektif Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di 

Indonesia. Masalah yang dikaji bagaimana dasar pertimbangan dalam penjatuhan 

pidana bersyarat dan bagaimana dalam perspektif  upaya pemberantasan tindak 

pidana korusi di Indonesia. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan peraturan 

perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan kasus (Case Approach) 

yaitu putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 

dan pendekatan konsep, yaitu fakta, peristiwa, pengalaman, melalui generalisasi 

dan berfikir abstrak. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah doktrinal, dengan 

mendasarkan pada konsep hukum yang ke-3. Bentuk penelitian yang digunakan 

adalah evaluatif. Jenis data sekunder, dan sumber data meliputi bahan hukum 

primer dan sekunder. Analisis datanya menggunakan analisis kualitatif.  

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan sehubungan 

dengan masalah yang dikaji, dapat disimpulkan sebagai berikut : Dasar 

pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat dalam perkara 

tindak pidana korupsi adalah di dasarkan pada faktor sosiologis / non-yuridis 

sehingga penjatuhan pidana bersyarat dalam perkara tindak pidana korupsi ini 

lebih tergantung pada hati nurani hakim apakah mau menjatuhkan pidana 

bersyarat atau tidak. Hakim menjatuhkan pidana bersyarat dalam Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 2591K/Pid.Sus/2011 didasarkan pada faktor yuridis 

yaitu Pasal 14a KUHP dan faktor non-yuridis yaitu dengan pertimbangan 

kerugian negara yang ditimbulkan hanya sedikit. UU PTPK sendiri tidak ada 

larangan diterapkannya pidana bersyarat, sehingga berdasarkan Pasal 14a KUHP 

hakim memiliki peluang untuk menjatuhkan pidana bersyarat kepada pelaku 

tindak pidana korupsi. Pasal 14a memang memberikan peluang kepada hakim 

untuk menjatuhkan pidana bersyarat, namun bukan berarti pidana bersyarat serta-

merta hakim dapat menerapkannya. Terhadap Pasal 3 UU PTPK tersebut 

terjadinya kerugian keuangan negara wajib ditambahkan dengan ketentuan Pasal 

18 ayat (3) UU PTPK. Kewajiban penambahan Pasal 18 ayat (3) tersebut akan 

mengakibatkan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14a KUHP yang 

mensyaratkan syarat umum melalui putusan hakim. Penjatuhan pidana bersyarat 

yang dibarengi dengan pengenaan Pasal 18 ayat (3) dapat mengakibatkan putusan 

tersebut cacat hukum. Penjatuhan pidana bersyarat dapat memberikan keadilan 

bagi koruptor dengan kerugian negara yang sedikit namun bertentangan dengan 

rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Diharapkan bagi hakim untuk 

mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjatuhkan 

pidana bagi pelaku korupsi walaupun hakim memiliki kebebasan dalam 

menjatuhkan pidana agar tidak terjadi disparitas putusan. 

Kata Kunci : Pidana – Bersyarat – Korupsi – Hakim   
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ABSTRACT 

DWI SETYO BUDI UTOMO, S331502001, Imposition Criminal Conditional 

for Corruptor in Perspective of Efforts Eradication of Criminal Acts of 

Corruption in Indonesia. Thesis : The Postgraduated Program Universitas 

Sebelas Maret of Surakarta. 
This study attempts to analyze Imposition Criminal Conditional for 

Corruptor in Perspective of Efforts Eradication of Criminal Acts of Corruption in 

Indonesia. Problems examined how basis of consideration in imposition criminal 

conditional and how in perspective of efforts eradication of criminal acts of 

corruption in Indonesia. In this research used Statute Approach, Case Approach 

is the decisions of the Supreme Court with permanent legal entity and Concept 

Approach, is the facts, the events, the experience through generalization and 

thinking abstract. The kind of research in this paper is doctrinal, with relying on 

legal concept 3rd. The study used is a evaluative. A kind of secondary data, and 

the data covering the primary law material and secondary law material. 

Analyzing of using analysis qualitative.  

Based on the description of the results of research and discussion with 

respect to issues that are examined, it can be summed up as follows : The basic 

consideration for judges in criminal matters in the conditional dropping of 

criminal acts of corruption is based on sociological factors/non-juridical thus the 

overthrow of conditional criminal in the case a criminal offence of corruption is 

more dependent on the conscience of the judges are willing to drop the criminal 

parole or not. The judge dropped in conditional of the Criminal Supreme Court 

Verdict Number 2591K/Pid. Sus/2011 based on juridical factors i.e. Article 14a of 

the Book Act of Criminal Law and non-juridical factors namely with 

consideration of losses the country posed only a little. The Legislation for the 

Eradication of Criminal Acts of Corruption Themselves no Restrictions Applied to 

conditional, so criminal under Article 14a of the Book Law Criminal Law judges 

have the opportunity to drop the criminal parole to the offender criminal acts of 

corruption. Article 14a are indeed provide opportunities to the judge to drop the 

criminal parole, but that does not mean the immediate conditional criminal judges 

can apply it. Against article 3 of the Act the Eradication of Criminal Acts of 

Corruption is the occurrence of a mandatory State financial losses added to the 

provisions of Article 18 paragraph (3) of the Act the Eradication of Criminal Acts 

of Corruption. The obligation of the addition to article 18 paragraph (3) they will 

result in the terms as provided for in Article 14a of the Book Criminal Law 

Legislation that requires general conditions through the ruling of judge. The 

overthrow of a conditional criminal coupled with the imposition of article 18 

paragraph (3) could result in a legal defect thereof. The overthrow of the criminal 

parole can provide justice for the corruptor with losses of the State are a little bit 

but contrary to the sense of Justice that exist in society. Expected for the judge to 

comply with applicable legislation in the criminal offender for dropping 

corruption even though the justices have freedom in dropping criminal not to 

disparities occur verdict. 

Keywords : Criminal – Conditional – Corruption – Judge 
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